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ABSTRAR

sdeesia suopar saal mn masih mernipakan negara yane bersifal agrariz,
Rareni sachaoim besar nimtn paoncabarion p-.‘rlfla_ifhg]:ng-'n adalah bertan, aleh karonn
e Linedy acdalabh merupakan sumber duva alam vang memponvar perapan dan
finsse yang saneal penbing dan mencotukan bagr kelidopan masyarakat, karena
pacda dasamya hubungan manusia dan tanabl adalal bersifit sbadi. Meskipun
desliag masth banvak masvarakat tam kta vang mempunva kelndupan vang
iergolong pada ckonomm lemah, Hal un disebabkan karena adanya kepincangan
dalutn bepennbiban tunah. Sebagian kecil miasyarakal lam mempunyar tanah yang
sunpal luss sedanekan sebagman besamva hanya memiliki sedilit tanah bahkan
tedaie sedilat pula vang vane tidak mempunyal tanah. Akibatnva petani keerl harus
menggantingkan hidupnys pada tian tanah,

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Indonesia mengadakan
peroibakan  strubklur pertanaban vang  dikenal dengan  Landrelorm. Untuk
memeratakan pemlikan tanab pertamaan Pemermtah  mengadakan program
redistribust yang  diator dalam PP No 224/1961 jo PP No.41/1964 tentang
Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Fervgian, Berdasarkan latar belakang in
eangal mepartk untuk ditehiti bagmimuna pelaksanaan redistnbust tanah dalam
vk bmediciorm ob Desa Bowan Fecanmminn Perwakilan Lubuk Basung
Fabupaten Agam,

Prabwn pennlisan ekripsi ind dikaji beberapa permasalaban yaitn bagai
pipd progedur pelaksanaan redistribusi dan pemberian hak mihik atas tamah
Bepada wereka yong menerinm redistribost tanah di desa Bawan Fecamatan
Perwabkilan Lubuk Buasung  Kabopaten Agam, dan juga apa permasalahan-
permasalaban vane tinbul dalam pelaksanaannya,

Metoda  vang  dhpakar  dalam penelition ini edalah  yuridis
sosiologis/fempiris yailn welakukan anahisa terhadap praktek-praktek dilapangan
vang dilmbungkan dengan peratwran vang ada. Dalam pembahasanya dititik
beratkan pada prosedur pelaksanaan redistribusy Deea Bawan  Fecamatan
Perwakodan Lubuk Busung Eabupaten Agam. Pengambiban data dilakukan dengan
vy penelitian kepustakaan dan penelifian lapangan vaitu dengan wawancara dan
stincd) dlokomen

[y hasil penshttan yang  dilakukan, dapat disimpulkan  bahws
tedistiibusi tanab dalam raneks landretorm di Dess Bawan dilalisanakan dengan
mengikull ketentuan-kelentuan dan terdapat dalam PP No 224/1961 jo PP No.
PHEOOA tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Ferugian, dan dengan
tia cmn vang dikeluarkan oleh Dhrekforat PPT BPN. Dalam pelaksanaannya
Faamwil BPN Fabupaten Agam juga menemin beberapa masalab dun kendala,
kendale nban vang menyebabkan tersendatoyva pelaksanaan redistribust e
sdalah mepeenay pendanaan.  walapun deniloan redistribnsr m tetap
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Selain sebagal negara maritim, Indonesia juga merupakan
negara agrara, pada umumnyva dalam semua segi kehidupan dan
perekonomiaan masyvarakat Indonesia masih  bersifal  aprars.
Tanalh merupakan salah satu sumber dava alam vang sangat
penting bagi kehidupan manusia, karena itulah perscalan tanah
ini menjadi sangat sensiif. Hal i dapat dimaklumi karena tanah
wempunyal peranan  dan fungsi yang sangat penting dan
menentukan,

Bumi air dan ruang anvkase serta kekayvaan alam yang
terkandung di dalamnya disamping mempunyvar peranan dalam
strukiur  perekonomian juga sangat penting untuk tempat
permukiman atau perumahan, tempat mendirikan bangunan yang
kesemuanya adalah untuk memenuchi segala aspek kehidupan
masyarakal serta mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Sejalan dengan pentingnya arti tanah tersebut, pasal 33 ayat 3
T 1945 kbhusus mrengatur Lentang tonsh veng bunyinya sebeapal
berikut:

“Huami air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikunasal oleh negara dan dipergunakan schesar
besarnya untuk kemakmuran rakyat.”



-

Herdasarkan pasal 33 avat 3 tersehul pemerintah berusaha
menyusun  politik . hukam  serta kebijaksanaan  dibidang
pertanahan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokak
Apraria.

Salah satu masalah pokok vang diatur dalam UUPA adalahb
mengenai Landreform vaitu vang diatur dalam pasal 7,10, 13 dan
17 U Mo, 5 Tahun 1960, yang merupakan usaha pemerataan
kesempatan untuk mendapatkan tanah bagi rakyat secara adil
dan  merata, serta merupekan pencegahan  pemilikan  dan
penguasaan tanah secara berlebihan, Program Redistribusi tanah
adalah bagian dari pelalzanaan Landreform vang berlaku di
seluruh Indonesia.

Diadakannya Landreform di Indonesia adalah disebabkan
karena adanya kepincangan dan ketidakadilan antara pemilik
tanah yang memilili tanah secara besiebihan dengan petani kecil.
Akibatnya para petani kecil tersebut harus menggantungkan
hidupnyva pada tuan tanah. Dengan demikian dapat kita tarik
makna dan hakekat dari Landreform, yvakni sebagal pemerataan
polsi peimilikan tanal vanug sedapal wungkin dilaksanaken: deagean
wajar dan scadil-adilnya untuk memberikan kesempatan bag
rakvat umtuk dapat bermata pencartan vang layaek dan memada

pagr kehidupan, Untuk mencapal hal tersebut di atas dilakakar



HAR IV

PERUTUP

A. Hesimpulan

1.

.F.l-

Pelaksanaan redistribusi tanah dalam rangka landreform di
Kabupaten Apam oleh Badan Pertanahan Nasional Daerah
Tingkat 11, pada prinsipnyva sudah sesuai dengan ketentuan
yvang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun
1801 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti
Kerugian, serta tata cara pelaksanaan redistribusi tanah
vang dikeluarkan oleh Direktorat Pengaturan Penguasaan
Tanah, BPN. Redistribusi di Desa Bawan dilakukan dalam
beberapa tahap, yaitu tahap pendahuluan. Dalam tahap ini
BPN melakukan berbagai persiapan untuk melaksanakan
redistribust tanah. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan
redistribusi tersebut. Tahap ketiga penyvelesaian masalah
vang Hmbul dalam pelaksanaan redistribusi tersebut. Dan
tahap terakhir adalah pemberian laporan
pertanggungjawaban oleh BPN Kabupaten Agam selakn
petaksana pada pusat,

Tanah objek redistribusi yang telah dibagi bagikan pada
penerima  redisiribusi fanah  denpan dikeluarkannva SE

fepala BEN Agam tentang Kedistribuai sudah merupakan
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